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"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya."(QS. Al-Baqarah: 286)
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab Latin
mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan
Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22
Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
Dilambangkan
= Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
c Ha H ha (dengan titik di
bawah)
z Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal V4 Zet (dengan titik di
atas)
B Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
ua Sad S es (dengan titik di

bawah)
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o= Dad D de (dengan titik di
bawah)
L Ta T te (dengan titik di
bawah)
L Za Z zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘ain ¢ koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
Qaf Q Ki
< Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
U Nun N En
3 Wau W We
2 Ha H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya Y Ye
2. Konsonan Rangkap karena tasydid, ditulis rangkap:
3% Ditulis muta’addidah
s Ditulis ‘iddah
3. Ta’ Marbuthah di akhir kata
a. Bila dimatikan, ditulis 4.
ifa Ditulis hikmah
LA Ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan
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sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila Ta’Marbuthah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

RS

Ditulis

Karamah al-auliya’

c. Bila Ta’ Marbuthah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dhammah, ditulis t.

| Sl & | Ditulis | Zakatal-fitr |
4, Vokal Pendek
: Fathah Ditulis A
- Kasrah Ditulis |
: Dammah Ditulis U
5. Vokal Panjang
1 Fathah + alif ditulis A
ddala Ditulis Jahiliyyah
2 Fathah + ya’ mati Ditulis A
s Ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis I
R Ditulis Karii
4 Dhammah + wawu mati Ditulis U
Uay p Ditulis Furud
6. Rangkap
1 Fathah + ya’ Ditulis Ai
Mati
Ay Ditulis Bainakum
2 Fathah + Ditulis Au
wawu mati
Js Ditulis Qaul
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Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

i Ditulis a’antum
el Ditulis u’iddat
AL Gl Ditulis la’in syakartum

Kata sanding Alif + lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

y A Ditulis al-Qur’an

ol Ditulis al- Qiyas
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

slaudl Ditulis al-sama’

el Ditulis al-syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut

bunyi atau pengucapannya

ua il g Ditulis zawi al-furiid

Ll dal Ditulis ahl al-Sunnah
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ABSTRAK

Fina Ifadatus Silmi (21111064), judul skripsi “Tinjauan UU No. 23
Tahun 2011 Dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023 Terhadap
Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bantuan Beasiswa Masa
Depan Jakarta Di Baznas Bazis Dki Jakarta Kota Administrasi Jakarta
Selatan”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1447
H/2025 M.

Zakat berfungsi sebagai sarana strategis untuk mewujudkan keadilan
sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat. Di DKI Jakarta, BAZNAS
(BAZIS) mengambil peran penting dalam pengelolaan zakat, salah satunya
melalui pelaksanaan Program Beasiswa Masa Depan Jakarta (MDJ).
Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mekanisme pendistribusian dana
zakat dalam program beasiswa tersebut, dengan mengacu pada UU No. 23
Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023. Namun demikian,
dalam implementasinya masih terdapat permasalahan, seperti belum jelasnya
status semua penerima apakah termasuk dalam delapan golongan mustahik,
potensi sifat bantuan yang lebih konsumtif dibanding produktif, serta
tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusiannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
normatif dan studi kasus. Data primer didapatkan dari wawancara, sedangkan
data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, serta regulasi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan utama. Pertama,
pendistribusian dana zakat melalui Program Beasiswa Masa Depan Jakarta
(MDJ) di BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan
prosedur yang transparan, meliputi seleksi ketat, pendaftaran daring,
wawancara, serta penyaluran dana langsung ke rekening penerima atau
institusi pendidikan. Kedua, pelaksanaan distribusi zakat melalui program
beasiswa ini telah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011, khususnya
Pasal 25-27 yang mengatur distribusi dan pemanfaatan zakat. Ketiga,
mekanisme pendistribusian zakat melalui program ini juga sesuai dengan
Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023, terutama Pasal 3, 6, 8, 9, dan 10, yang
menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan
kesinambungan program.

Kata Kunci: Zakat, Pendistribusian, Beasiswa Masa Depan Jakarta, BAZNAS
BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan
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ABSTRACT

Fina Ifadatus Silmi (21111064), thesis title: “Review of Law No. 23 of 2011
and BAZNAS Regulation No. 1 of 2023 on the Distribution of Zakat Funds
in the Future Jakarta Scholarship Program at BAZNAS BAZIS DKI
Jakarta, South Jakarta Administrative City”. Department of Sharia
Economic Law, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institut Ilmu
Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1447 H/2025 M.

Zakat serves as a strategic instrument to realize social justice and
enhance community welfare. In DKI Jakarta, BAZNAS (BAZIS) plays an
essential role in zakat management, one of which is through the
implementation of the Jakarta Future Scholarship Program (MDJ). This study
focuses on analyzing the distribution mechanism of zakat funds within this
scholarship program, with reference to Law No. 23 of 2011 and BAZNAS
Regulation No. 1 of 2023. Nevertheless, in practice, several challenges
remain, such as the lack of clarity regarding whether all beneficiaries are
included in the eight categories of mustahik, the potential for the assistance to
be more consumptive rather than productive, and issues related to
transparency and accountability in its distribution

This research employs a qualitative method with a normative approach
and case study. Primary data were obtained through interviews, while
secondary data were collected from literature, journals, and relevant
regulations.

The findings reveal several key conclusions. First, the distribution of
zakat funds through the Jakarta Future Scholarship (MDJ) at BAZNAS
(BAZIS) South Jakarta has been implemented through transparent procedures,
including a rigorous selection process, online registration, interviews, and
direct disbursement of funds to beneficiaries’ bank accounts or educational
institutions. Second, the implementation of zakat distribution through this
scholarship program complies with Law No. 23 of 2011, particularly Articles
25-27, which regulate the distribution and utilization of zakat. Third, the zakat
distribution mechanism under this program is also aligned with BAZNAS
Regulation No. 1 of 2023, especially Articles 3, 6, 8, 9, and 10, which
emphasize transparency, accountability, accuracy of targeting, and program
sustainability.

Keywords: Zakat, Distribution, Future Jakarta Scholarship, BAZNAS BAZIS
DKI Jakarta Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi
strategis dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Zakat tidak hanya
berperan sebagai kewajiban individu yang mampu secara finansial,
tetapi juga sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan antara
masyarakat yang berkecukupan dan yang membutuhkan. Melalui
mekanisme ini, hubungan sosial diperkuat dan ukhuwah Islamiyyah
semakin terjalin dengan erat. Prinsip dasar zakat menekankan bahwa
sebagian harta orang yang mampu wajib diberikan kepada mustahik,
tidak semata-mata untuk memenuhi kecukupan pokok mereka, tetapi
juga untuk mendukung tujuan keagamaan serta kesejahteraan umat
secara menyeluruh. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai
instrumen ekonomi dan sosial yang mampu meningkatkan solidaritas,
mendorong pemerataan kesejahteraan, serta memperkuat rasa
tanggung jawab kolektif dalam komunitas Muslim.!

Perkembangan zakat, infak, dan sedekah harus terus
diupayakan sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan kemaslahatan dan
kesejahteraan umat. Dalam Islam, kepemilikan harta diakui sebagai
hak yang sah. Namun demikian, harta tidak dipandang sebagai tujuan
akhir, melainkan sebagai sarana untuk mensyukuri dan memanfaatkan

karunia Allah SWT secara bijak. Zakat merupakan salah satu ibadah

" Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Bandung : Pustaka
Setia, 2002, hlm 132.



yang termasuk dalam kategori ma ‘liim min al-din bi al-darirah, yaitu
pendidikan yang diajarkan dengan cara yang lemah lembut dan
merupakan komponen yang tidak berkaitan langsung dengan akidah
Islam seseorang.

Upaya membangun sistem pengelolaan zakat dilakukan
dengan menegaskan landasan hukum serta merancang struktur
kelembagaan yang lebih efisien dan efektif.. Pemerintah telah
menyediakan landasan hukum melalui Undang-Undang No. 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diperbarui dan
disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Di sisi
lain, kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mendirikan
Lembaga Amil Zakat (LAZ) turut melengkapi peran Badan Amil Zakat
(BAZ) yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, kombinasi
antara regulasi yang jelas dan partisipasi masyarakat dalam lembaga
zakat menciptakan ekosistem, sistem pengelolaan zakat yang
mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas

Di Indonesia, distribusi zakat diklasifikasikan menjadi dua
jenis utama, yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. Saat ini,
mekanisme penyaluran zakat menjadi lebih efisien, baik melalui kajian
akademis maupun praktik langsung yang dijalankan oleh lembaga amil
zakat. Zakat produktif diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal
usaha atau fasilitas pendukung kegiatan ekonomi, dengan tujuan tidak
hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga meningkatkan
kesejahteraan dan mengembangkan potensi produktif penerima zakat

secara berkelanjutan. .

2 Muzdalifah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunaan Dana
Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Kecamatan Wara Palopo”,
(Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2024)



Terdapat permasalahan dalam Baznas Bazis DKI Jakarta
melalui program Masa Depan Jakarta menyalurkan zakat untuk
menebus ijazah siswa yang tertahan akibat tunggakan biaya
pendidikan. Meskipun program ini dianggap membantu mustahik,
timbul permasalahan terkait kesesuaiannya dengan UU No. 23 Tahun
2011 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023, terutama dalam hal
pendayagunaan zakat secara produktif. Penebusan ijazah belum tentu
masuk kategori zakat produktif sesuai ketentuan, dan menimbulkan
pertanyaan tentang keabsahan alokasi zakat untuk keperluan tersebut.?

Menurut laporan Tempo dalam artikel berjudul "Program
Beasiswa Semakin Berkembang, Ini Tantangan Penyalurannya ke
Masyarakat" permasalahan utama yang kerap muncul adalah belum
meratanya distribusi beasiswa, kurangnya validasi data mustahik,
hingga masih ditemukan kasus penyalahgunaan bantuan pendidikan
seperti beasiswa fiktif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara
regulatif telah dirancang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023,
implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama
dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.*

Adapun kasus penyelewengan pendistribusian dana zakat
terhadap program pendidikan oleh BAZNAS melalui dana zakat,
terdapat indikasi ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang

menjadi landasan hukum zakat. Kasus penyelewengan pendistribusian

3 https://dprd-dkijakartaprov.go.id/anggaran-ybj-dan-program-baznas-bazis-

jangkau-kasus-penahanan-ijazah/, di akses pada 20 Juli 2025 pukul 23.49 WIB

“http://tempo.co/politik/program-beasiswa-semakin-berkembang-ini-tantangan-

penyalurannya-ke-masyarakat-545995%utm_source=chatgpt.com , di akses pada 22 Juli 2025
pukul 23.31 WIB



https://dprd-dkijakartaprov.go.id/anggaran-ybj-dan-program-baznas-bazis-jangkau-kasus-penahanan-ijazah/
https://dprd-dkijakartaprov.go.id/anggaran-ybj-dan-program-baznas-bazis-jangkau-kasus-penahanan-ijazah/
http://tempo.co/politik/program-beasiswa-semakin-berkembang-ini-tantangan-penyalurannya-ke-masyarakat-545995?utm_source=chatgpt.com
http://tempo.co/politik/program-beasiswa-semakin-berkembang-ini-tantangan-penyalurannya-ke-masyarakat-545995?utm_source=chatgpt.com

dana zakat yang terjadi di BAZNAS Kota Bogor pada tahun 2020, di
mana terjadi indikasi penyalahgunaan dana zakat untuk keperluan
operasional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kasus ini
menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penting
seperti kejelasan, kepastian, dan amanah dalam pengelolaan zakat.’

Menurut Firda Hasanatul Auza dalam Jurnal Visi Manajemen
berjudul “Penyaluran Zakat Pendidikan dan Kesesuaiannya dengan
Fatwa MUI No. 120/MU/Il/1996 tentang Pemberian Dana Zakat
untuk Beasiswa Pendidikan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Pusat”, penyaluran dana
pendidikan oleh BAZNAS Pusat telah sesuai dengan prinsip syariah
Islam. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat disalurkan kepada
pihak yang membutuhkan, khususnya di bidang pendidikan yang
memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Melalui program ini,
masyarakat kurang mampu, termasuk kelompok dhuafa, memperoleh
kesempatan untuk mengakses pendidikan yang lebih layak, baik
melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun bantuan finansial
bagi peserta didik yang membutuhkan.®

Sedangkan menurut Noviati Fauzan dalam Jurnalnya Al-
Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah berjudul “Akuntabilitas
Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Hukum Islam” Pelaksanaan

Shttps://www.tribunnews.com/bogor/2020/05/15/baznas-kota-bogor-diduga-salah-
kelola-dana-zakat?spm=a2ty 001.29997173.0.0.737bc921alxgS6 , di akses pada 23 Juli 2025
pukul 22.00 WIB.

®Firda Hasanatul Auza, “Penyaluran Zakat Pendidikan dan Kesesuaiannya dengan
Fatwa MUI No. 120/MU/11/1996 tentang Pemberian Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan
dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Pusat ”, Jurnal
Visi Manajemen, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut [lmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.


https://www.tribunnews.com/bogor/2020/05/15/baznas-kota-bogor-diduga-salah-kelola-dana-zakat?spm=a2ty_o01.29997173.0.0.737bc921aIxgS6
https://www.tribunnews.com/bogor/2020/05/15/baznas-kota-bogor-diduga-salah-kelola-dana-zakat?spm=a2ty_o01.29997173.0.0.737bc921aIxgS6

program pendidikan oleh BAZNAS melalui dana zakat dipandang
belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang
menjadi landasan hukum zakat. Terdapat indikasi pelanggaran
terhadap prinsip-prinsip penting seperti kejelasan, kepastian, keadilan,
kemaslahatan, ketepatan, amanah, kepedulian, dan prioritas. Hal ini
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara program tersebut dengan
ketentuan zakat dalam syariat Islam. Walaupun program tersebut
dilandasi niat baik, metode yang diterapkan BAZNAS dinilai
menyimpang dari nilai-nilai pokok zakat berdasarkan aturan dalam Al-
Qur’an dan As-Sunnah.’

Dalam konteks ini, isu terkait pendistribusian zakat menjadi
sangat penting untuk dianalisis, terutama dalam rangka meninjau
efektivitas penyaluran dana zakat melalui program beasiswa
pendidikan yang dikelola oleh lembaga zakat, khususnya BAZNAS
(BAZIS) Jakarta Selatan melalui Program Bantuan Beasiswa Masa
Depan Jakarta. Penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh
mana pelaksanaannya telah berjalan secara optimal dan sejalan dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun
2023. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan
masukan yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan pengelolaan
zakat di bidang pendidikan agar tercapainya efektivitas, tepat sasaran,
akuntabel, dan berkelanjutan.

Baznas Bazis Jakarta Selatan mendapat berbagai penghargaan

di antaranya: Penghargaan dari Wartawan Jakarta Selatan (WJS

"Noviati Fauzan, "Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Hukum
Islam." Al-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 1 (2016): hlm. 55



Awards 2025), Penghargaan Pengumpul ZIS Tertinggi di Provinsi DKI
Jakarta (Periode 2023), Penghargaan Pengumpul ZIS Tertinggi
(Periode 2016)%. Penghargaan-penghargaan yang diterima BAZNAS
(BAZIS) Jakarta Selatan merupakan bentuk apresiasi atas dedikasinya
dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat secara optimal,
amanah, dan sesuai syariah untuk kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menganggap penting dan
perlu dilakukan penelitian. Untuk itu penulis tertarik mengambil judul
“Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun
2023 Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bantuan
Beasiswa Masa Depan Jakarta Di Baznas Bazis Jakarta Selatan”
B. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang
ditimbulkan adalah sebagaia berikut:
1. Identifikasi Masalah
a. Belum adanya kejelasan apakah seluruh penerima program
beasiswa Masa Depan Jakarta termasuk dalam delapan
golongan mustahik
b. Program beasiswa Masa Depan Jakarta berpotensi bersifat
konsumtif dan belum tentu memenubhi kriteria zakat produktif
c. Terdapat kemungkinan tumpang tindih antara pendayagunaan
zakat melalui program pendidikan dengan tanggung jawab
negara
d. Pelaksanaan program beasiswa Masa Depan Jakarta masih

belum sepenuhnya menunjukkan transparansi dan akuntabilitas

8 https://baznasbazisdki.id/artikel/264/baznas-bazis-dki-gelar-masjid-award-2025-

apresiasi-inovasi-dan-kontribusi-masjid-di-jakarta. , di akses pada 23 Juli 2025 pada pukul

22.08 WIB



https://baznasbazisdki.id/artikel/264/baznas-bazis-dki-gelar-masjid-award-2025-apresiasi-inovasi-dan-kontribusi-masjid-di-jakarta
https://baznasbazisdki.id/artikel/264/baznas-bazis-dki-gelar-masjid-award-2025-apresiasi-inovasi-dan-kontribusi-masjid-di-jakarta

e. Belum dilakukan kajian secara mandalam terhadap kesesuaian
program beasiswa Masa Depan Jakarta di Baznas Jakarta
Selatan dengan ketentuan yang berlaku

2. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti akan lebih teliti,
tidak hanya mampu memahami gagasan yang disajikan, tetapi juga
mampu menganalisis masalah dengan lebih mudah. Salah satu
masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana Analisis Penerapan Pendistribusian zakat Pada
Program Beasiswa Masa Depan Jakarta oleh Baznas Jakarta
Selatan

b. Bagaimana Analisis Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat
pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta di BAZNAS
BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan
UU No. 23 Tahun 2011

a. Bagaimana Analisis Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat
pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta di BAZNAS
BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan
Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang

ditemukan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai

berikut

a. Bagaimana Analisis Penerapan Pendistribusian zakat Pada
Program Beasiswa Masa Depan Jakarta oleh Baznas Jakarta

Selatan?



b. Bagaimana Analisis Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat
pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta dengan UU No.
23 Tahun 20117
c. Bagaimana Analisis Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat
pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta dengan Peraturan
Baznas No. 1 Tahun 2023?
C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisa Penerapan Pendistribusian
zakat Pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta oleh BAZNAS
Jakarta Selatan

b. Untuk Mengetahui Bagaimana Kesesuaian Pendistribusian Dana
Zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta dengan UU No.
23 Tahun 2011

c. Untuk Mengetahui Bagaimana Kesesuaian Pendistribusian Dana
Zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta dengan
Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara Teoris
Penelitian ini diupayakan memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu ekonomi Islam, terutama terkait penerapan
zakat dalam bidang pendidikan. Selain itu, temuan penelitian ini
dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi akademisi, termasuk
mahasiswa, dosen, dan peneliti, untuk mengevaluasi sejauh mana
program zakat telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah dan ketentuan hukum di Indonesia



2. Secara Praktis
Penelitian ini ditujukan untuk memberikan wawasan hukum

yang lebih luas bagi lembaga zakat, khususnya BAZNAS Jakarta
Selatan, dalam melaksanakan program edukasi kepada mahasiswa
agar mereka memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai
peraturan terkait zakat. Selain itu, temuan penelitian ini dapat
menjadi panduan bagi praktisi zakat dan lembaga terkait lainnya
dalam menetapkan kriteria mustahik, menentukan jenis bantuan
yang tepat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan transaksi zakat secara menyeluruh.

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ilmiah, buku, atau penelitian
terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa
penelitian terbaru yang terkait:

1. Jurnal Visi Manajemen oleh Firda Hasanatul di Institut [Imu Al-
Qur’an Jakarta “Penyaluran Zakat Pendidikan dan Kesesuaiannya
dengan Fatwa MUI No. 120/MU/I1/1996 tentang Pemberian Dana
Zakat untuk Beasiswa Pendidikan dan Undang-Undang No. 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Pusat”
Penelitian ini yang berisi pelaksanaan distribusi zakat di sektor
pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa bagi para mustahik.
Fokus kajian adalah menilai sejauh mana mekanisme penyaluran
zakat pendidikan oleh BAZNAS Pusat telah sesuai dengan Fatwa
MUI serta regulasi perundang-undangan yang berlaku. Hasil
penelitian mengungkap beberapa permasalahan, antara lain belum
adanya penetapan kriteria mustahik di bidang pendidikan secara
spesifik dan perlunya penguatan aspek manajerial untuk

memaksimalkan pemanfaatan zakat
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Adapun Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian
yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian, yaitu pengelolaan
dana zakat di sektor pendidikan, khususnya melalui program
beasiswa. Namun, terdapat perbedaan pada cakupan analisis.
Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kesesuaian
praktik penyaluran zakat pendidikan di tingkat pusat dengan Fatwa
MUI No. 120/MUV/1I/1996 dan Undang-Undang No. 23 Tahun
2011. Sementara itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada
implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS No.
1 Tahun 2023 dalam pemanfaatan dana zakat melalui Program
Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta di wilayah BAZNAS
Jakarta Selatan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk
menelaah secara lebih mendalam penerapan regulasi nasional dan
internal BAZNAS dalam konteks pelaksanaan zakat pendidikan di
tingkat daerah.’

2. Skripsi oleh Ilham Syahrul Fadhilah “Optimalisasi Pendayagunaan
Dana Zakat Dalam Program Bantuan Beasiswa Masa Depan
Jakarta (Mdj) Oleh Baznas Bazis Dki Jakarta” peneliti ini
menjelaskan Program beasiswa yang diselenggarakan oleh
BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta berfokus pada sektor pendidikan.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif Jak B Cerdas yang
dijalankan oleh BAZNAS (BAZIS) DKI, dengan harapan
memberikan akses pendidikan kepada masyarakat kurang mampu
serta mengoptimalkan potensi siswa di sekolah. Melalui program

ini, siswa di DKI Jakarta memperoleh kesempatan untuk

° Firda Hasanatul, “Penyaluran Zakat Pendidikan dan Kesesuaiannya dengan Fatwa
MUI No. 120/MU/11/1996 tentang Pemberian Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan dan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Pusat”, (Fakultas
Syariah, Institut [lmu Al-Qur’an Jakarta, 2025).
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bersekolah dan belajar secara lebih optimal melalui penerimaan
beasiswa, bantuan pendidikan, dan dukungan lainnya.
Persamaan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas program
bantuan beasiswa masa depan Jakarta. Adapun perbedaan peneliti
terdahulu dan peneliti yaitu pada peneltian terdahulu tidak
memakai regulasi fatwa atau undang-undang, sedangkan pada
penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis akan membahas
program bantuan beasiswa masa depan Jakarta dengan memakai
regulasi UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS No. 1
Tahun 2023.1°

3. Skripsi oleh Ghina Puspita “Penyaluran Dana zakat untuk
Pendidikan dalan Perspektif Imam Hanafi (Studi terhadap Bazis
Kotamadya Jakarta Selatan)” peneliti ini Penelitian ini Membahas
Imam Hanafi tentang penyaluran zakat pendidikan dan mekanisme
yang digunakan oleh BAZIS. Menggunakan metode deskriptif
kualitatif, yaitu jenis penelitian bertujuan untuk memastikan dan
mengklarifikasi permasalahan yang ada agar dapat digambarkan
oleh objek penelitian dan memungkinkan permasalahan tersebut
dianalisis dan diselesaikan dengan tepat.
Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak
pada fokus kajian yang sama membahas program pendidikan di
BAZNAS. Namun, terdapat perbedaan dari sisi pendekatan dan
cakupan analisis. Penelitian sebelumnya menyoroti penyaluran
dana zakat untuk pendidikan dalam perspektif Imam Hanafi tanpa

menempatkan regulasi formal dalam judul maupun analisis

10 Tlham Syahrul Fadhilah, “Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Dalam
Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta (Mdj) Oleh Baznas Bazis Dki Jakarta”
(Fakultas Dakwah dan Komunikasi,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
2022)
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utamanya. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih
diarahkan pada kajian mengenai program Beasiswa Masa Depan
Jakarta (MDJ) di BAZNAS dengan menitikberatkan pada regulasi
positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun
2023.11

4. Skripsi oleh Ahmad Fauzan Adziman “Efektivitas Program
Bantuan Biaya Pendidikan Masa Depan Jakarta (Mdj) Pada Badan
Amil Zakat Nasional (Bazis) Dki Jakarta” Fokus penelitian ini
adalah pada menurunnya efektivitas Program Beasiswa MDJ
akibat dugaan penyimpangan administrasi yang dapat
mengakibatkan penyaluran tidak tepat sasaran. Temuan tersebut
antara lain berupa ketidaksesuaian data penerima dengan
persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini perlu
diperbaiki melalui perumusan strategi dan kebijakan manajemen
sumber daya manusia yang relevan dengan perencanaan program,
sehingga tahapan penyaluran beasiswa MDJ dapat dirancang
sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kesimpulannya, meskipun
Program MDJ telah memberikan dampak positif bagi penerima,
evaluasi tetap diperlukan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini
terletak pada fokus kajian yang sama-sama menyoroti Program
Bantuan Biaya Pendidikan Masa Depan Jakarta (MDJ) yang
dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun

demikian, terdapat perbedaan dalam sudut pandang yang

1" Ghina Puspita, “Penyaluran Dana zakat untuk Pendidikan dalan Perspektif Imam
Hanafi (Studi terhadap Bazis Kotamadya Jakarta Selatan)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
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digunakan. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada
aspek efektivitas program pendidikan yang dijalankan, yaitu
bagaimana program tersebut mampu mencapai tujuan
pemberdayaan pendidikan bagi mustahik. Sementara itu, penelitian
yang penulis lakukan difokuskan pada analisis dari perspektif
regulasi, yakni mengkaji kesesuaian pelaksanaan program dengan
ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang
No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan
BAZNAS No. 1 Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini
tidak hanya menilai pelaksanaan program dari segi pencapaian
tujuan, tetapi juga menekankan pentingnya aspek legalitas,
akuntabilitas, serta ketaatan pada regulasi yang berlaku dalam
pengelolaan zakat Pendidikan.!?

5. Skripsi oleh Arifah Putri Sabela “Evaluasi Pendayagunaan
Program Bantuan Pendidikan Masa Depan Jakarta (Mdj) Bagi
Mahasiswa Pada Baznas (Bazis) Provinsi Dki Jakarta” peneliti ini
membahas menganalisis evaluasi pendayagunaan program MDJ
yang menggunakan pendekatan Logical Framework yang memiliki
5 kriteria yakni bagaimana relavansi, efektivitas, efesiensi, dampak
dan kesinambungan pada pendayagunaan program bantuan biaya
Pendidikan MDJ.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada
fokus pembahasan mengenai program bantuan beasiswa
Pendidikan Jakarta di BAZNAS. Namun, perbedaannya adalah

penelitian  terdahulu lebih menekankan pada evaluasi

12 Ahmad Fauzan Adziman, “Efektivitas Program Bantuan Biaya Pendidikan Masa
Depan Jakarta (Mdj) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Bazis) Dki Jakarta”, (Program Sarjana
Terapan, Politeknik Stia Lan Jakarta Lembaga Administrasi Negara, 2024)
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pendayagunaan program bantuan pendidikan, sedangkan
penelitian ini akan menelaahnya berdasarkan regulasi Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25,26 dan 27 dan Peraturan
BAZNAS No. 1 Tahun 2023."
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah
penelitian kualitatif berupa studi kasus. Studi kasus dipahami
sebagai suatu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian
mendalam terhadap suatu peristiwa, fenomena sosial , atau situasi
tertentu. Tujuannya Adalah untuk menggali dan menjelaskan
karakteristik, keunikan.'

Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode dalam ilmu-
ilmu sosial yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data
berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, serta tindakan
manusia. Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif dilakukan
melalui proses pengolahan dan pengorganisasian data ke dalam
kategori tertentu sesuai dengan tema yang telah ditentukan
sebelumnya. Proses analisis bersifat induktif, yakni berangkat dari
fakta-fakta empiris di lapangan untuk kemudian ditarik
kesimpulan umum. Dengan demikian, melalui pengumpulan

informasi dan data aktual, penelitian ini bertujuan untuk

13 Arifah Putri Sabela, ” Evaluasi Pendayagunaan Program Bantuan Pendidikan Masa
Depan Jakarta (Mdj) Bagi Mahasiswa Pada Baznas (Bazis) Provinsi Dki Jakarta”, (Fakultas
Dakwah dan Ilmu Komunikasi,Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta,2024)

14 Muhammad wahyu Ilhami, dkk, “Penerapan Metode Studi Kasus dalam Peneltian
Kualitatif’(Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10), h.463
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menjelaskan permasalahan yang diteliti sekaligus menemukan
jawaban yang relevan dan tepat atas isu yang diangkat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni
metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap
norma-norma hukum positif. Dalam penerapannya, penelitian ini
menelaah berbagai fatwa, undang-undang, serta regulasi yang
ditetapkan oleh BAZNAS yang berkaitan langsung dengan objek
kajian. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan pada
analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan
internal BAZNAS yang relevan, sehingga mampu memberikan
gambaran mengenai sejauh mana implementasi zakat dalam
program beasiswa sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di
masyarakat.

Sumber Data Peneltian
Mengenai tema utama dalam skripsi ini, adapun sumber data
yang digunakan yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan informasi utama yang
dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui aktivitas
penelitian lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data primer
dikumpulkan secara langsung dari responden yang memiliki
keterkaitan dengan objek kajian. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak

BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan selaku lembaga yang

mengelola dan melaksanakan Program Beasiswa Masa Depan

Jakarta. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh

informasi yang otentik, faktual, serta relevan dengan

permasalahan penelitian.



b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh
dari sumber-sumber di luar subjek penelitian secara langsung.
Data ini umumnya bersifat tidak terbatas waktu (long term)
karena dapat berupa literatur tertulis, hasil penelitian
sebelumnya, jurnal ilmiah, arsip resmi, maupun dokumen
kebijakan yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder
diperoleh dari berbagai buku yang membahas tentang
pemanfaatan zakat, artikel ilmiah mengenai distribusi zakat di
sektor pendidikan, serta peraturan UU No 23 Tahun 2011 yang
berkaitan dengan pengelolaan zakat. Data sekunder berfungsi
untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan landasan
teoretis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengamati, mendengar, serta mencatat
berbagai aktivitas atau peristiwa yang berhubungan langsung
dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk
memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan
sehingga dapat mendukung keakuratan data yang
dikumpulkan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan
observasi secara langsung dengan mengunjungi kantor
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana
proses pengelolaan serta pendistribusian zakat, khususnya
pada program beasiswa Masa Depan Jakarta. Observasi ini
diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih

mendalam terkait praktik yang berlangsung di lapangan dan



17

menjadi pelengkap dari data yang diperoleh melalui
wawancara maupun studi literatur.
b. Wawancara
Wawancara dilakukan kepada bagian kepatuhan
syariah di Baznas Jakarta Selatan untuk mendapatkan data.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah kemampuan memperoleh data dan
informasi dalam bentuk laporan dan informasi dalam bentuk
buku, arsip, gambar tertulis dan gambar untuk gambar untuk
menunjang penelitian. Penulis mengumpulkan informasi atau
dokumen dari Baznas Bazis DKI Jakarta Kota Administrasi
Jakarta Selatan
4. Teknik Analisis Data
a. Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan salah satu
tahapan penting dalam sebuah penelitian, karena menentukan
kualitas dan keakuratan hasil penelitian yang diperoleh. Proses
pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis,
terencana, dan sesuai dengan metode penelitian yang
digunakan, sehingga informasi yang terkumpul dapat
mendukung pencapaian tujuan penelitian maupun pengujian
hipotesis yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti
dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai
objek yang diteliti serta memastikan validitas dan reliabilitas
data yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemilihan metode dan

teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis
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penelitian, fokus permasalahan, serta sumber data yang
digunakan, baik primer maupun sekunder. '
b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses yang dihasilkan
dari kategorisasi lapangan yang meliputi transformasi data,
pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan
pengabstrakan. Proses ini berlangsung berkesinambungan
selama penelitian, sesuai dengan kerangka konsep penelitian,
permasalahan yang dikaji, serta pendekatan pengumpulan data
yang digunakan peneliti.'¢

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan dalam penelitian di mana
sejumlah besar informasi yang telah terkumpul diorganisir dan
ditata kembali sehingga dapat ditarik kesimpulan serta
dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam
penelitian kualitatif, penyajian data umumnya berbentuk teks
naratif atau deskriptif yang dapat dilengkapi dengan tabel,
matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Bentuk penyajian ini
berfungsi untuk merangkum informasi dalam format yang
sederhana, sistematis, dan mudah dipahami. Dengan demikian,
peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola,
kecenderungan, maupun hubungan antar data, sehingga

mempermudah dalam proses verifikasi, validasi kesimpulan,

15 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, Penerbit KMB Indonesia, Bantul-
Jogjakarta 2021
16 Ahmad Rijali, ”Analisis Data Kualitatif,” Jurnal Alhadharah, Universitas Islam

Negeri Antasari Banjarmasin.
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maupun analisis lebih lanjut apabila ditemukan hal-hal yang
belum jelas.!”
d. Penarikan Kesimpulan
Penarikan Kesimpulan Adalah proses pengumpulan data di
lapangan. Sejak awal, peneliti kualitatif telah menganalisis
data, mengidentifikasi karakteristik pola, mengidentifikasi
penyebab, mencari tahu konfigurasi, mengidentifikasi
hubungan antara penyebab, dan membuat rekomendasi.
Kesimpulan awal biasanya agak bersifat, tetapi penelitian
selanjutnya lebih tepat dan menyeluruh. Kesimpulan dicapai
melalui beberapa metode, yang meliputi: (1) refleksi ulang
selama penulisan, (2) meringkas catatan lapangan, (3) diskusi
dan tukar pikiran dengan rekan sejawat untuk memperoleh
kesepakatan, dan (4) upaya menempatkan temuan dalam
konteks yang lebih rinci.!®
G. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari antara lain pendahuluan, rumusan masalah.
Tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, dan
metode penelitian yang meliputi data, sumber data, teknik
pengumpulan data, dan langkah akhir dalam sistematika

penulisan

17 Ahmad Rijali, ”Analisis Data Kualitatif,” Jurnal Alhadharah, Universitas Islam
Negeri Antasari Banjarmasin.
18 Ahmad Rijali,”Analisis Data Kualitatif,” Jurnal Alhadharah, Universitas Islam

Negeri Antasari Banjarmasin.
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BAB II : LANDASAN TEORI
Dalam bab ini peneliti membahas tentang teori yang
bersangkutan dengan dengan pembahasan yang sesuai dengan
penelitian. Ruang lingkupnya meliputi pengertian, dasar
hukum, macam-macam, produk-produk, ketentuan dan hal-hal
yang di larang dalam zakat.

BAB 111 : GAMBARAN UMUM BAZNAS BAZIS DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Dalam bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum Baznas
Baziz Jakarta Selatan yang meliputi profil dan periode objek
penelitian, visi dan misi lembaga, struktur organisasi, dan
produk zakatnya.

BAB 1V : ANALISIS HASIL PENELITIAN
Dalam bab ini peneliti akan menyajikan dan analisis penelitian
dengan membahas permasalahan yang diangkat menggunakan
metode yang telah disebutkan. Analisis pemanfaatan Dana
Zakat dalam program Bantuan Beasiswa dengan UU No. 23
Tahun 2011 dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023,
menjelaskan bagaimana Baznas Jakarta Selatan menganalisis
implementasi zakat dalam program Beasiswa Masa Depan
Jakarta, dan mengkaji kesesuaian Program Beasiswa Masa
Depan Jakarta dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan
Baznas No. 1 Tahun 2023.

BAB YV : PENUTUP

Dalam bab ini yang berisi Kesimpulan dan saran



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pendistribusian zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta di
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan dilakukan dengan menggunakan
akad tamlik, sehingga dana zakat sepenuhnya menjadi hak mustahik.
Penyaluran dana mengacu pada prinsip fi sabilillah untuk tujuan
pendidikan, serta dilandasi magasid al-syari‘ah khususnya hifz al-
‘aql (menjaga akal melalui pendidikan) dan hifz al-nas/ (menjaga
keturunan dari kebodohan dan kemiskinan). Mekanisme penyaluran
dilakukan secara non-tunai, baik langsung ke rekening penerima
maupun melalui lembaga pendidikan, dengan tahapan pendaftaran,
verifikasi, survei lapangan, sidang penetapan, penyaluran, dan
monitoring. Kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan
madrasah melalui MoU menjadi strategi untuk memastikan ketepatan
sasaran dan transparansi.

2. Pelaksanaan Program Beasiswa Masa Depan Jakarta telah sesuai
dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011, khususnya Pasal 7 ayat (1)
tentang fungsi perencanaan dan pengendalian, Pasal 25 tentang
kewajiban distribusi zakat kepada mustahik sesuai syariat, dan Pasal
26 mengenai prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
Perencanaan dilakukan melalui rapat pleno awal tahun berdasarkan
proyeksi hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tahun
sebelumnya. Penyaluran dilakukan per triwulan melalui mekanisme
yang terverifikasi dan terdokumentasi. Program ini juga
dikategorikan  sebagai  zakat produktif karena  bertujuan

memberdayakan mustahik melalui pendidikan agar mandiri di masa

89
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depan, sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan
keluarga penerima.

Pelaksanaan Program Beasiswa di BAZNAS (BAZIS) Jakarta
Selatan telah sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023
tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, khususnya Pasal 3
ayat (1-3) mengenai kewajiban laporan, Pasal 6 ayat (1) tentang
pencantuman data distribusi, Pasal 8 tentang perencanaan melalui
rapat pleno, Pasal 9 mengenai ketepatan sasaran sesuai asnaf, serta
Pasal 10 terkait pendayagunaan zakat secara berkelanjutan.
Kesesuaian ini dibuktikan dengan penyusunan laporan bulanan,
monitoring prestasi penerima, serta evaluasi bantuan sehingga

program berjalan transparan dan akuntabel.

B. Saran

1.

BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan perlu mempertahankan
mekanisme pendistribusian berbasis tamlik dan fi sabilillah, serta
memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pembaruan
data mustahik secara berkala.

Kepada Baznas Bazis Jakarta Selatan disarankan untuk
meningkatkan publikasi capaian program beasiswa agar masyarakat
mengetahui manfaat zakat produktif, sehingga dapat mendorong
peningkatan partisipasi muzaki.

Kepada Mustahik disarankan untuk penerima beasiswa diharapkan
menggunakan bantuan zakat yang diterima secara bijak, sesuai
kebutuhan pendidikan, agar manfaat zakat benar-benar dirasakan dan
mendukung masa depan mereka.

Kepada Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan program
zakat beasiswa di BAZNAS (BAZIS) Jakarta dengan lembaga zakat

di daerah lain, sehingga terlihat variasi praktik dan efektivitasnya
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https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/tentang%20zakat/SK_01_2023.pdf
https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/tentang%20zakat/SK_01_2023.pdf
http://tempo.co/politik/program-beasiswa-semakin-berkembang-ini-tantangan-penyalurannya-ke-masyarakat-545995?utm_source=chatgpt.com
http://tempo.co/politik/program-beasiswa-semakin-berkembang-ini-tantangan-penyalurannya-ke-masyarakat-545995?utm_source=chatgpt.com
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545995%utm_source=chatgpt.com , di akses pada 22 Juli 2025 pukul
23.31 WIB
https://baznasbazisdki.id/ di akse pada 3 Agustus 2025 pada pukul 23.25 WIB

https://baznasbazisdki.id/artikel/264/baznas-bazis-dki-gelar-masjid-award-

2025-apresiasi-inovasi-dan-kontribusi-masjid-di-

jakarta?utm_source=chatgpt.com , d iakses pada 23 Juli 2025
padapukul 20.23 WIB

https://baznasbazisdki.id/artikel/264/baznas-bazis-dki-gelar-masjid-award-

2025-apresiasi-inovasi-dan-kontribusi-masjid-di-jakarta. , di akses

pada 23 Juli 2025 pada pukul 22.08 WIB

https://dprd-dkijakartaprov.go.id/anggaran-ybj-dan-program-baznas-bazis-

jangkau-kasus-penahanan-ijazah/, di akses pada 20 Juli 2025 pukul
23.49 WIB

https://www.beritajakarta.id/read/83883/755-mahasiswa-dapat-bantuan-

beasiswa-dari-baznas-bazis-jaksel?utm_source , di akses pada 3

Agustus 2025 pada pukul 12.45 WIB

https://www.tribunnews.com/bogor/2020/05/15/baznas-kota-bogor-diduga-

salah-kelola-dana-
zakat?spm=a2ty 001.29997173.0.0.737bc921alxgS6 , di akses pada
23 Juli 2025 pukul 22.00 WIB.

Wawancara
Mohammad Igbal Maulana, Relawan Pendistribusian dan Pendayagunaan dan
Staff Baznas Bazis Administrasi Kota Jakarta Selatan, Wawancara oleh

penulis di Jakarta Selatan, Pada tanggal 14 Agustus 2025,


http://tempo.co/politik/program-beasiswa-semakin-berkembang-ini-tantangan-penyalurannya-ke-masyarakat-545995?utm_source=chatgpt.com
https://baznasbazisdki.id/
https://baznasbazisdki.id/artikel/264/baznas-bazis-dki-gelar-masjid-award-2025-apresiasi-inovasi-dan-kontribusi-masjid-di-jakarta?utm_source=chatgpt.com
https://baznasbazisdki.id/artikel/264/baznas-bazis-dki-gelar-masjid-award-2025-apresiasi-inovasi-dan-kontribusi-masjid-di-jakarta?utm_source=chatgpt.com
https://baznasbazisdki.id/artikel/264/baznas-bazis-dki-gelar-masjid-award-2025-apresiasi-inovasi-dan-kontribusi-masjid-di-jakarta?utm_source=chatgpt.com
https://baznasbazisdki.id/artikel/264/baznas-bazis-dki-gelar-masjid-award-2025-apresiasi-inovasi-dan-kontribusi-masjid-di-jakarta
https://baznasbazisdki.id/artikel/264/baznas-bazis-dki-gelar-masjid-award-2025-apresiasi-inovasi-dan-kontribusi-masjid-di-jakarta
https://dprd-dkijakartaprov.go.id/anggaran-ybj-dan-program-baznas-bazis-jangkau-kasus-penahanan-ijazah/
https://dprd-dkijakartaprov.go.id/anggaran-ybj-dan-program-baznas-bazis-jangkau-kasus-penahanan-ijazah/
https://www.beritajakarta.id/read/83883/755-mahasiswa-dapat-bantuan-beasiswa-dari-baznas-bazis-jaksel?utm_source
https://www.beritajakarta.id/read/83883/755-mahasiswa-dapat-bantuan-beasiswa-dari-baznas-bazis-jaksel?utm_source
https://www.tribunnews.com/bogor/2020/05/15/baznas-kota-bogor-diduga-salah-kelola-dana-zakat?spm=a2ty_o01.29997173.0.0.737bc921aIxgS6
https://www.tribunnews.com/bogor/2020/05/15/baznas-kota-bogor-diduga-salah-kelola-dana-zakat?spm=a2ty_o01.29997173.0.0.737bc921aIxgS6
https://www.tribunnews.com/bogor/2020/05/15/baznas-kota-bogor-diduga-salah-kelola-dana-zakat?spm=a2ty_o01.29997173.0.0.737bc921aIxgS6
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip wawancara Penelitian

Nama : Fina Ifadatus Silmi

Jabatan: Relawan Pendistribusian dan Pendayagunaan dan Staff

Waktu : Kamis, 14 Agustus 2025, Pukul 13.00-14.30 WIB

Tempat: Baznas Bazis Administrasi Kota Jakarta Selatan

1.

Bagaimana proses BAZNAS Jakarta Selatan dalam merencanakan dan
menjalankan program Beasiswa Masa Depan Jakarta, mulai dari
pengumpulan hingga penyaluran zakatnya?

Jawab: Bahwa dalan perencanaan mdj itu merupakan proyeksi dari
hasil Pengumpulan tahun sebelumnya. Pengumpulan dana itu dari Zis
zakat infak sodakoh

Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat untuk program
beasiswa di BAZNAS Jakarta Selatan?

Jawab: Dilakukan Pwndaftaran > Seleksi berkas > sesi wawancara >
Pengumuman, Kalau SD dan SMP biasanya dana kami kirim ke
sekolah agar digunakan langsung untuk SPP dan perlengkapan. Untuk
mahasiswa, kami transfer langsung ke rekening mereka, tetapi tetap
kami minta bukti penggunaan.

6 Juta pertahun dan per 3 bulan 1 juta lima ratus

. Bagaimana BAZNAS Jakarta Selatan menetapkan bahwa penerima

program Beasiswa Masa Depan Jakarta termasuk dalam kategori
mustahik yang berhak menerima zakat menurut syariat Islam?
Jawab: Ada dua Kategori yaitu :

1. Fakir miskin Persyaratan SKTM

2. Fi sabilillah (Mencari ilmu di jalan allah)
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. Apa saja BAZNAS pertimbangkan agar penyaluran zakat melalui

program beasiswa ini adil dan merata untuk semua wilayah di Jakarta
Selatan?

Jawab: Dengan melakukan Persyaratan hanya menggunakan SKTM

. Apakah program Beasiswa Masa Depan Jakarta ini dianggap sebagai

bentuk pemanfaatan zakat yang bersifat produktif oleh BAZNAS
Jakarta Selatan?
Jawab: Ya tepat sasaran di karenakan kami sudah menyalurkan sesuai

golongan mustahik yaitu bagi fakir miskin dan fi sabilillah

. Bagaimana program beasiswa ini dapat berkontribusi dalam

meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi masalah kemiskinan di
Jakarta Selatan?

Jawab: Kalau kita lihat, program ini punya peran yang cukup besar.
Pertama, beasiswa ini meringankan beban biaya pendidikan keluarga
miskin. Jadi orang tua nggak perlu lagi pusing mikirin uang SPP,
seragam, atau transport anaknya. Itu artinya, uang yang tadinya habis
untuk sekolah bisa dialihkan ke kebutuhan lain seperti makan yang
lebih bergizi atau biaya kesehatan.Karena banyak lulusan- lulusan

banyak terkendala di biaya pendidikan

. Bagaimana BAZNAS Jakarta Selatan melaporkan pelaksanaan

pendistribusian zakat untuk program beasiswa ini kepada BAZNAS
Provinsi atau pusat?

Jawab: Program MDJ sebenarnya program Baznas Provinsi, dan
baznas Jakarta Selatan hanya melaksanakan di wilayah , Pendaftaran
dilakukan oleh baznas provinsi dan baznas Jakarta Selatan membantu
dalam hal seleksi penerima dan melakukan penilaian, dan sebelum
proses pencairan( pendistribusian ) Baznas Jakarta Selatan melakukan

surat permohonan ke Baznas provinsi seperti Nama penerima dan No



99

rekening. Dan Provinsilah yang melakukan proses pendistribusian atau
pencairan dana tersebut.

Bagaimana BAZNAS Jakarta Selatan menyusun dan menyampaikan
laporan pelaksanaan program beasiswa yang menggunakan dana
zakat?

Jawab: Di BAZNAS Jakarta Selatan, proses penyusunan laporan itu
cukup sistematis. Pertama, kita kumpulkan semua data dari awal,
mulai dari jumlah penerima, besaran bantuan, hingga progres
pendampingan. Data ini kita peroleh dari koordinasi dengan sekolah,
UPZ di kelurahan, dan tim pendamping lapangan.

Laporan yang kita buat biasanya berisi dua hal besar: laporan keuangan
dan laporan kegiatan. Laporan keuangan memuat rincian penggunaan
dana zakat, sedangkan laporan kegiatan menjelaskan proses
penyaluran, dokumentasi penyerahan, dan hasil pendampingan siswa.
Apa saja data yang dicatat dan dilaporkan BAZNAS terkait penyaluran
zakat untuk program beasiswa, termasuk data penerima bantuannya?
Jawab: Untuk program beasiswa, data yang kita catat itu cukup
lengkap. Pertama, tentu identitas penerima bantuan—mulai dari nama
lengkap, NIK, alamat, nama orang tua, sampai jenjang dan sekolah
tempat dia belajar. Kita juga mencatat kategori asnaf-nya, misalnya dia
masuk fakir atau miskin, supaya jelas dasar syariahnya.Kedua, kita
catat informasi bantuan yang diberikan, seperti jenis bantuan (SPP,
seragam, buku, atau tunjangan transport), jumlah nominalnya, dan
periode penyaluran. Kalau programnya multi-tahun, kita juga simpan
riwayat pencairannya. Ketiga, kita punya data pendukung dari sekolah,
seperti surat keterangan masih aktif sekolah, rapor terakhir, dan
keterangan tidak menerima beasiswa ganda dari program lain yang

sejenis.
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10.

11.

12.

Apakah laporan dari program beasiswa ini dijadikan acuan dalam
menilai keberhasilan kinerja BAZNAS Jakarta Selatan dalam
mengelola zakat?

Jawab: Betul karna program mdj merupakan program khusus dlm
penilaian Masyarakat bahwa baznas bazis dki atau Jakarta Selatan
benar benar menyalurkan zis,bahwa dana hasil pengumpulan zis yang
diperoleh oleh baznas itu disalurkan Kembali kepada Masyarakat salah
satunya dalam program mdj kepada mahasiswa yang berdomisili
Jakarta Selatan,

Bagaimana proses pelaporan program beasiswa ke BAZNAS pusat?
Apakah menggunakan sistem SiMBA, dan apakah ada kendala dalam
penggunaannya?

Jawab: Baznas Bazis Administrasi Kota Jakarta Selatan Jakarta
Selatan pada laporan menggunakan surat menyurat, Jakarta Selatan
tidak memakai sistem simba,simba dipakai hanya pada baznas
provinsi,pada baznas bazis Jakarta Selatan pada program mdj atau
porta system ini yang berisi nama,berkas berkas terkait dan lolos atau
tidaknya

Sejauh mana pelaksanaan program beasiswa ini mengacu pada UU No.
23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023 dalam hal
pendistribusian zakat?

Jawab: Kalau kita bicara kepatuhan pada regulasi, program beasiswa
ini benar-benar kita jalankan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan
Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023.

Di UU itu, Pasal 7 Ayat (1) jelas menyebutkan bahwa BAZNAS punya
fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah,

mekanisme rapat pleno yang kami lakukan mulai dari rapat pencairan,
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rapat triwulan, rapat semester 1 dan 2, sampai rapat kerja akhir tahun
itu bagian dari fungsi perencanaan dan pengendalian tersebut.
Kemudian Pasal 25 menegaskan bahwa zakat wajib didistribusikan
kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan Pasal 26 mengatur bahwa
distribusi zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan
prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Prinsip-prinsip ini
kami terapkan dalam penentuan penerima beasiswa supaya tepat
sasaran.

Dari sisi pelaporan, Pasal 3 Ayat (1-3) dalam Perbaznas No. 1 Tahun
2023 mengatur kewajiban BAZNAS, baik pusat maupun daerah, untuk
menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan zakat secara lengkap,
akurat, terkini, dan tepat waktu. Lalu Pasal 6 Ayat (1.e) menegaskan
bahwa laporan kinerja wajib mencantumkan data pendistribusian dan
pendayagunaan zakat, minimal setiap 6 bulan sekali.

Di BAZNAS Jakarta Selatan, kami bahkan membuat laporan setiap
bulan. Prosesnya dilaksanakan oleh tim, salah satunya MDJ bidang
keuangan, supaya semua data keuangan dan pendistribusian tercatat
dengan akurat. Setiap kegiatan distribusi, termasuk penyaluran
beasiswa, didokumentasikan dan dimasukkan ke sistem pelaporan.
Jadi mulai dari perencanaan, rapat pleno, distribusi, sampai pelaporan,
semua kami jalankan mengacu pada aturan tersebut. Tujuannya supaya
penggunaan dana zakat untuk program beasiswa ini tetap transparan,
akuntabel, sesuai syariat, dan bisa diaudit kapan saja.

Apa kendala terbesar dalam menyalurkan dana zakat melalui Program
Beasiswa Masa Depan Jakarta?

Jawaban : Kendala utama adalah keterbatasan anggaran. Jumlah

pendaftar beasiswa selalu lebih banyak daripada dana yang tersedia,
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14.

sehingga tidak semua pendaftar dapat terakomodasi. Kami harus
melakukan seleksi ketat agar benar-benar tepat sasaran

Bagaimana dengan kendala dalam proses administrasi dan pendataan
penerima beasiswa?

Jawaban : Proses pembaruan data penerima belum bisa berjalan real-
time. Kadang ada data yang tidak update, misalnya penerima ternyata
sudah mendapat beasiswa lain atau pindah domisili, sehingga butuh

waktu untuk verifikasi ulang

Peneliti Narasumber

et Z

Fina Ifadatus Silmi Mohamad Igbal
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Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

(Wawancara dengan relawan pendistribusian dan pendayagunaan atau staff
BAZNAS BAZIS DKIKota Jakarta Administrasi Jakarta Selatan, Bapak
Mohamad Igbal dan Ibu Syifa)
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Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Kantor Wallkota Administras| Jakarta Selatan, Blok A Lt. 10 JI. Prapanca Raya
BAZNAS (BAZIS) No.9 Kec. Kebayoran Baru, , DKI Jakarta 12170 Telp. : (021) 72792411
Provinsi DKi Jakarta Fax.: (021) 72792411, Email : baznasjakartaselatan@baznasbazisdki.id

{9 Agustus 2025

Nomor 1333/HM 03.02
Lampiran o
Hal : Surat Keterangan Penclitian Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam
Institut Tlmu Al Qur’an Jakarta
Di
Tempat
Assali *alaikum Warah llahi Wab I
Teriring salam dan do’a ga kita i dalam lindungan Allah SWT dan sukses
dalam melaksanakan tugas serta aktivitas schari-hari.
Schubungan telah dilak ya penelitian di kantor Baznas (BAZIS) Administrasi Kota Jakarta
1 terhitung sejak 04 Ag s.d 14 Ag; 2025 dalam rangka peny skripsi dengan judul

penelitian : “Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023 Terhadap
Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta Di BAZNAS

BAZIS DKIT Jakarta Kota Ad asi Jakarta Sel 75 nama :
Nama : Fina Ifadatus Silmi
NIM : 21111064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagail inya. Atas perhatian dan
kerj: ya. Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

a Wilayah Baznas (Bazis)
3 i Jakarta Sclatan
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Lampiran 4 : Surat Penelitian

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (11Q) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

JI.Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
& www.fseiiig.acid B fsei@iig.ac.id @ @ fsei iigjakarta

No  :208/SPM/FSEI/VII/2025 Tangerang Selatan, 28 Juli 2025
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ahmad Kahpi
Kepala BAZNAS BAZIS Jakarta Selatan.
di—

Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Whb.

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas
sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma’unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an
(IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan
waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada

mahasiswa:
Nama : Fina Ifadatus Silmi
NIM 121111064
Judul Skripsi : “Tinjauan UU NO. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Baznas

NO. 1 Tahun 2023 Terhadap Pendistribusian Dana Zakat
Pada Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta Di
BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta
Selatan”

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wh.

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Contact Person: 0896-3604-8002 (Fina Ifadatus Silmi)
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Lampiran 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Zakat

ey L

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu;

b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban
bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat
Islam;

c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang
bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan
kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan
hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga
sesuai dengan syariat Islam;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai
dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam
masyarakat sehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Dengan . . .
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ot

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam
pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat.

2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh
seorang muslim atau badan wusaha untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya
sesuai dengan syariat Islam.

3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh
seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk
kemaslahatan umum.

4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang
dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di
luar zakat untuk kemaslahatan umum.

5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha
yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .
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10.

11

12.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

B

Mustahik adalah orang yang berhak menerima
zakat.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya
disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan
pengelolaan zakat secara nasional.

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat
LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat
yang memiliki tugas membantu pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat
UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh
BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau
badan hukum.

Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang
dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional
dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a.

a o o

o

syariat Islam;

. amanah;

kemanfaatan;

. keadilan;

kepastian hukum;

terintegrasi; dan

. akuntabilitas.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

sl

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a.

(1)
2

(3)

(4)

(5)

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
dalam pengelolaan zakat; dan

. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan
kemiskinan.

Pasal 4

Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

. emas, perak, dan logam mulia lainnya;

. uang dan surat berharga lainnya;

. perniagaan;

. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
peternakan dan perikanan
pertambangan;

. perindustrian;

Tm Mo R0 TR

. pendapatan dan jasa; dan
i. rikaz.
Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki
perseorangan atau badan usaha.

Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan
zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat
Islam.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata
cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dengan Peraturan Menteri.

BABII. ..
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BAB II
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat,
Pemerintah membentuk BAZNAS.

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di ibu kota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan lembaga pemerintah nonstruktural
yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab
kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang
melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

(1) Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS
menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat;

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat;

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat; dan

d. pelaporan . . .
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d. pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya
secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri
dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 8

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari
unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur
pemerintah.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas wunsur ulama, tenaga
profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang
berkaitan dengan pengelolaan zakat.

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang
wakil ketua.

Pasal 9. ..
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Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima)
tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.

(1)

)

@)

Pasal 10

Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Menteri.

Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat
oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh
anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota
BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
paling sedikit harus:

a
b
c
d
e.
f.
g
h

. warga negara Indonesia;

. beragama Islam;

. bertakwa kepada Allah SWT;
. berakhlak mulia;

berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;

sehat jasmani dan rohani;

. tidak menjadi anggota partai politik;
. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;

dan

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12...
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Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;

b. habis masa jabatan;

c. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga)
bulan secara terus menerus; atau

e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu
oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan
tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat
pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota
dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota.

(2) BAZNAS. ..
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Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;

b. habis masa jabatan;

c. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga)
bulan secara terus menerus; atau

e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu
oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan
tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat
pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota
dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota.

(2) BAZNAS. ..
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Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri
atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
diberikan apabila memenuhi persyaratan paling
sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan
Islam yang mengelola bidang pendidikan,
dakwah, dan sosial;

b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. memiliki pengawas syariat;

e. memiliki kemampuan teknis, administratif,
dan keuangan untuk melaksanakan
kegiatannya;

f. bersifat nirlaba;

g. memiliki program untuk mendayagunakan
zakat bagi kesejahteraan umat; dan

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara
berkala.

Pasal 19 . ..
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Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah
diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan
perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki
melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban
zakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri
kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta
bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS
atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . ..
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Pasal 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti
setoran zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai pengurang
penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh
BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS
kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai
dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas
dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan,
dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha
produktif dalam rangka penanganan fakir miskin
dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . ..
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Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
apabila kebutuhan dasar mustahik telah
terpenuhi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan
zakat untuk wusaha produktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Keempat

Pengelolaan Infak, Sedekah,

dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

(1)

(2)

@)

(1)

Pasal 28

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga
dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya.

Pendistribusian dan pendayagunaan infak,
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai
dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh
pemberi.

Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya harus dicatat dalam
pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29
BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah
secara berkala.

(2) BAZNAS. ..
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BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya kepada
BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana
sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan
pemerintah daerah secara berkala.

BAZNAS wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya kepada
Menteri secara berkala.

Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan
melalui media cetak atau media elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan
BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ,
dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Hak Amil.

(1)

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi
dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Hak Amil.

(2) Selain . ..
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(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai
kegiatan operasional.

Pasal 33

(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil

@

-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31
ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah.

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan

(2

pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi,
BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS
provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ
sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan ...
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(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan
edukasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam
pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS
dan LAZ.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rangka:

a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ;
dan

b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja
BAZNAS dan LAZ.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk:

a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan
zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ;
dan

b. penyampaian informasi apabila terjadi
penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII.. . .
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BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1),
Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29
ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara dari  kegiatan;
dan/atau

c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi
administratif = sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki,
menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau
mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana
sosial keagamaan lainnya yang ada dalam
pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak
selaku amil zakat melakukan pengumpulan,
pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa
izin pejabat yang berwenang.

BABIX...
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BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum
tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan
ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak RpS500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan
hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak RpS500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan
hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . ..

123



124

(1)

()

@)

(4)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

=19 -

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum
Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan
tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan
Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS
yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil
Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada
sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap
menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS
provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai
terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan
Undang-Undang ini.

LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum
Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ
berdasarkan Undang-Undang ini.

LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BABXI. ..
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan
Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini
harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
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Lampiran 6 : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK,
SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

REPUBLIK INDONESIA

No.885, 2023 BAZNAS. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan
Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Pelaporan.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi
dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya perlu penyusunan dan penyampaian
pelaporan pengelolaan zakat yang terintegrasi melalui
sistem pelaporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya secara nasional;

b. bahwa Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4
tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan
Zakat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan
zakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Badan Amil Zakat Nasional tentang Pelaporan
Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana
Sosial Keagamaan Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK,
SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut
BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan
Zakat secara nasional.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya
disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang
melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat
provinsi.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah
lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di
tingkat kabupaten/kota.

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ
adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki
tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan Zakat.

Sistem Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional
yang selanjutnya disebut SiMBA adalah sistem informasi
pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya yang terintegrasi untuk mendukung
akuntabilitas dalam pengelolaan zakat secara nasional.
Sistem Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Lite yang
selanjutnya disebut SIMBALITE adalah sistem informasi
pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya berbasis luring yang digunakan pada
saat SiMBA tidak bisa digunakan.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang
muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang
berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau
badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
Sedekah adalah harta maupun nonharta yang
dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar
Zakat untuk kemaslahatan umum.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

peraturan Badan ini mengatur mengenai mekanisme pelaporan
pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana
sosial keagamaan lainnya yang dilakukan BAZNAS, BAZNAS
Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.

(1)

BABII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS, BAZNAS

PROVINSI, BAZNAS KABUPATEN/KOTA DAN LAZ

Pasal 3
BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota,
dan LAZ wajib menyusun laporan pelaksanaan
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pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya.

Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

harta nazar;

harta amanah atau titipan;

harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris;

kurban;

kafarat;

fidyah;

hibah;

harta sitaan; dan

i.  biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara lengkap,
akurat, terkini, dan tepat waktu.

FRme Qo o

Pasal 4

Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan pencatatan
transaksi pada sistem informasi.

BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota,
dan LAZ wajib melakukan pencatatan setiap transaksi
pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana
sosial keagamaan lainnya pada sistem informasi yang
dikelola oleh BAZNAS.

Pasal 5
Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya yang disusun
BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota,
dan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
terdiri atas:
a. laporan setiap 6 (enam) bulan; dan
b. laporan akhir tahun.
Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan laporan pelaksanaan
pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya sejak 1 Januari sampai dengan 30
Juni tahun berjalan.
Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan laporan pelaksanaan pengelolaan
Zakat Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun
berjalan.

Pasal 6
Laporan setiap 6 (enam) bulan BAZNAS dan BAZNAS
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a memuat:
a. laporan kinerja;
b. laporan keuangan; dan
c. laporan Zakat wilayah.
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Laporan setiap 6 (enam) bulan BAZNAS Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
memuat:

a. laporan kinerja; dan

b. laporan keuangan;

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan ayat (2) huruf a, memuat:

data umum kelembagaan;

data tata kelola;

data pengumpulan;

data muzaki;

data pendistribusian dan pendayagunaan;

data mustahik;

data pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana

sosial keagamaan lainnya di luar neraca;

data biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) bagi BAZNAS;

i.  data biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) bagi BAZNAS Provinsi dan
BAZNAS Kabupaten/Kota; dan

j. data dukungan pemerintah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. laporan keuangan di dalam neraca; dan

b. laporan keuangan di luar neraca.

Laporan keuangan di dalam neraca sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib disusun sesuai

dengan pernyataan standar akuntansi keuangan di bidang

Zakat, Infak, dan Sedekah.

Laporan keuangan di luar neraca sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan pedoman

yang ditetapkan oleh BAZNAS.

Laporan Zakat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan

pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial

keagamaan lainnya seluruh kabupaten/kota, provinsi,
atau nasional sesuai dengan tingkatannya.

P mmopogy

Pasal 7
Laporan setiap 6 (enam) bulan LAZ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat:
a. laporan kinerja; dan
b. laporan keuangan.
Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a memuat:
data umum kelembagaan;
data tata kelola;
data pengumpulan;
data muzaki;
data pendistribusian dan pendayagunaan; dan
data mustahik.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b wajib disusun sesuai dengan pernyataan standar
akuntansi keuangan di bidang Zakat, Infak, dan Sedekah.

me o op
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Pasal 8

Laporan akhir tahun BAZNAS dan BAZNAS Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. laporan kinerja 1 (satu) tahun;

b. laporan keuangan 1 (satu) tahun; dan

c. laporan Zakat wilayah 1 (satu) tahun.

Laporan akhir tahun BAZNAS Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. laporan kinerja 1 (satu) tahun; dan

b. laporan keuangan 1 (satu) tahun;

Laporan kinerja 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a memuat:

data umum kelembagaan;

data tata kelola;

data pengumpulan;

data muzaki;

data pendistribusian dan pendayagunaan;

data mustahik;

data pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana

sosial keagamaan lainnya di luar neraca;

data biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) bagi BAZNAS;

i.  data biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) bagi BAZNAS Provinsi dan
BAZNAS Kabupaten/Kota; dan

. data dukungan pemerintah.

Laporan keuangan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. laporan keuangan di dalam neraca; dan

b. laporan keuangan di luar neraca.

Laporan keuangan di dalam neraca sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib disusun sesuai

dengan pernyataan standar akuntansi keuangan di bidang

Zakat, Infak, dan Sedekah.

Laporan keuangan di luar neraca sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan pedoman

yang ditetapkan oleh BAZNAS.

Laporan zakat wilayah 1 (satu) tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan rekapitulasi

laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah,
dana sosial keagamaan lainnya seluruh kabupaten/kota,
provinsi, atau nasional sesuai dengan tingkatannya.

P ommopoop

Pasal 9
Laporan akhir tahun LAZ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b memuat:
a. laporan kinerja 1 (satu) tahun; dan
b. laporan keuangan 1 (satu) tahun.
Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a memuat:
a. data umum kelembagaan;
b. data tata kelola;
c. data pengumpulan;
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d. data muzaki;

e. data pendistribusian dan pendayagunaan; dan

f. data mustahik.

Laporan keuangan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b wajib disusun sesuai dengan
pernyataan standar akuntansi keuangan di bidang Zakat,
Infak, dan Sedekah.

Pasal 10
BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
wajib menyampaikan laporan kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat
(1) huruf a kepada BAZNAS melalui sistem informasi
paling lambat pada tanggal 10 Juli tahun berjalan.
BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
wajib menyampaikan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat
(1) huruf b yang belum diaudit kepada BAZNAS melalui
sistem informasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus
tahun berjalan.
BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan zakat
wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf ¢ kepada BAZNAS melalui sistem informasi paling
lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan.

Pasal 11

BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan
setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati/Walikota paling
lambat pada tanggal 15 Agustus tahun berjalan.

BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan setiap 6
(enam) bulan kepada Gubernur paling lambat 1 September
tahun berjalan.

BAZNAS wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam)
bulan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 September
tahun berjalan.

Pasal 12

Perwakilan = LAZ  wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana
sosial keagamaan lainnya periode 6 (enam) bulan kepada
LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah
daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama
provinsi dan kepala kantor kementerian agama
kabupaten/kota, BAZNAS Kabupaten/Kota atau BAZNAS
Provinsi sesuai dengan tingkatannya paling lambat 31 Juli
tahun berjalan.

LAZ wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan
kepada pemerintah daerah paling lambat 1 September
tahun berjalan.

Pasal 13
BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
wajib menyampaikan laporan kinerja 1 (satu) tahun
kepada BAZNAS melalui sistem informasi paling lambat
pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
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BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
wajib menyampaikan laporan keuangan 1 (satu) tahun
yang belum diaudit kepada BAZNAS melalui sistem
informasi paling lambat pada tanggal 15 Februari tahun
berikutnya.

BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
wajib menyampaikan laporan keuangan 1 (satu) tahun
yang sudah diaudit kepada BAZNAS melalui sistem
informasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus tahun
berikutnya.

BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan zakat
wilayah 1 (satu) tahun kepada BAZNAS melalui sistem
informasi paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun
berikutnya.

Pasal 14
BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan
akhir tahun kepada Bupati/Walikota paling lambat pada
tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan akhir
tahun kepada Gubernur paling lambat 1 Maret tahun
berikutnya.
BAZNAS wajib menyampaikan laporan akhir tahun kepada
Menteri paling lambat tanggal 15 Maret tahun berikutnya.
Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri
dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Perwakilan LAZ  wajib menyampaikan  laporan
pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana
sosial ke pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah
dan dana sosial keagamaan lainnya periode akhir tahun
kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada
pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah
kementerian agama provinsi dan kepala kantor
kementerian agama kabupaten/kota, BAZNAS
Kabupaten/Kota atau BAZNAS Provinsi sesuai dengan
tingkatannya paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
LAZ wajib menyampaikan laporan akhir tahun kepada
pemerintah daerah paling lambat 1 Maret tahun
berikutnya.

Pasal 16

Penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat,
Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
kepada BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 menggunakan
sistem informasi.

Penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat,
Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
kepada Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri dapat
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menggunakan hasil cetak laporan yang dimuat dalam
sistem informasi.

BAB III
SISTEM INFORMASI PELAPORAN

Pasal 17

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
pelaporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak,
Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, digunakan
sistem informasi.

Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan dan dikelola oleh BAZNAS dalam bentuk
aplikasi SIMBA.

Pasal 18
Penggunaan aplikasi SiMBA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dengan cara:
a. input data manual; atau
b. pertukaran data host to host.
Penggunaan aplikasi SIMBA melalui input data manual
sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap hari
atas transaksi pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak,
Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
Penggunaan aplikasi SIMBA melalui pertukaran data host
to host sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilakukan
dengan cara sinkronisasi antara sistem informasi yang
digunakan dengan SiMBA.

Pasal 19

BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten /Kota, dan
LAZ harus menyediakan kelengkapan infrastruktur
teknologi informasi minimum yang ditetapkan oleh
BAZNAS.

Kelengkapan infrastruktur teknologi informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Ketua BAZNAS.

Pasal 20
BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan
LAZ menetapkan petugas pelaksana dan penanggung
jawab dalam penggunaan SiMBA untuk pelaporan sesuai
kewenangan masing-masing.
Petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas melakukan input data manual atas setiap
transaksi Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya.
Penanggung jawab pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab atas input transaksi yang
dilakukan oleh petugas pelaksana.
Petugas pelaksana dan penanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan
pimpinan tertinggi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS
Kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai kewenangan masing-
masing.
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Salinan surat keputusan penetapan petugas pelaksana
dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilaporkan kepada BAZNAS.

Pasal 21

Dalam hal SiMBA tidak dapat digunakan karena faktor
eksternal, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS
Kabupaten/Kota, dan LAZ dapat menggunakan
SiMBALITE untuk sementara waktu hingga SiMBA dapat
digunakan.
Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. tidak tersedianya layanan dalam jaringan untuk
mengakses;
gangguan pada server yang digunakan oleh SiMBA;
SiMBA sedang dalam proses perbaikan;
teridentifikasi adanya serangan masif siber ke SIMBA;
dan/atau
e. gangguan lainnya yang menyebabkan akses SiMBA

tertutup.
Dalam hal SIMBALITE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat digunakan, pelaporan BAZNAS, BAZNAS
Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dilakukan
sesuai kebijakan yang ditetapkan melalui Surat
Keputusan BAZNAS.

oo

Pasal 22
Dalam hal perlu dilakukan koreksi atas laporan yang telah
disampaikan, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS
Kabupaten/Kota, dan LAZ harus menyampaikan
permohonan koreksi melalui SiMBA.
Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan berdasarkan perubahan yang mengacu pada:
a. permochonan tertulis dari pejabat penanggung jawab
data BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS
Kabupaten/Kota, dan LAZ; atau
b. hasil audit oleh internal audit, Kantor Akuntan
Publik, atau auditor syariah.

Pasal 23

Laporan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS
Kabupaten/Kota, dan LAZ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 yang disusun dan disampaikan
oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
kepada BAZNAS melalui SiMBA merupakan basis data utama
untuk penilaian capaian pengelolaan zakat bagi BAZNAS
Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.

(1)

Pasal 24
BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis
apabila:
a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9; dan
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b. tidak menyampaikan laporan secara lengkap, akurat,
terkini, dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada
Pasal 10 sampai dengan Pasal 16.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. peringatan tertulis kesatu;

b. peringatan tertulis kedua; dan

c. peringatan tertulis ketiga.

Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan

rentang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh BAZNAS sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota,

dan/atau LAZ tidak menyampaikan laporan atau

perbaikan data laporan sampai dengan batas waktu
peringatan tertulis ketiga BAZNAS berwenang melaporkan
kepada Menteri.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 25

BAZNAS melakukan pembinaan dan pendampingan
kepada BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan
LAZ dalam menyusun dan menyampaikan laporan melalui
SiMBA.

Pembinaan dan pendampingan penyusunan dan
penyampaian laporan melalui SiMBA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau
luring.

Pembinaan dan pendampingan penyusunan dan
penyampaian laporan melalui SiMBA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. advokasi;

b. bimbingan teknis;

c. pendidikan dan pelatihan;

d. sosialisasi;

e. seminar;

f.  lokakarya; dan/atau

g.  workshop;

Ketentuan teknis mengenai pembinaan dan

pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh laporan
pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dan dana
sosial keagamaan lainnya harus menyesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 2 (dua)
tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan
Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan
Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 420), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2023

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NOOR ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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